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BAB [
PENDARVLLAN
A Latar Belakang Masalah
Kesciahteraan  masyarakal  sualn  negara dapat  lerfihat  don
perlumbuhan ekonomi yang merata dan dirasakan hasilya oleh selutuh rakyal
vang ada di negara tersebut. [Jalam mengejar periumbuhan chonomi iersebut

diperiukan salu hel yang penung yaiu peraturan perundang-undangan beseria

lembaga-lembaga  pengawasa Smengatur  dan membaniu

penataan I::n it - \Ahg - Iempu il sliateys yang

dapal - memul 4 oM i akan  dalam
oy /.

can pich] bangsa. indonesia, Schingg: /penting artinya

schagal negara yal; Mié‘ﬂl‘&qiﬂ:aﬂiﬁ atkan i kepada

kegiatan ckanam 3arlltmn'utﬁul préfhaiﬁin lebih besar dm tentunya dengan
didasarkan oleh pefaiuran huk un yang kual.

Salah satu lembaga ekonormi vang bermidal siralems yaiu pembaga
perbankan  Scbagal lembaga yang mempunya peran besar untuk menjac
rekan kerja para pengusaha atau pelaku ekonvnm yang membuluhkan modal
dalam melgkukan kegtalan ckonomi. Perbankan adalsh schagan lembaga yang

kelc-bihan dana  fsueples of fued) menyalurkan duna pada phak  yang



kekurangan dana (fuck of fienly sebogaimana distur dalam Undang-undang

Nomor 101998 yang akhinya diharapkan dapat meningkatkan taral hidup

rakyat banyak.

Dalam hal keberadaan fembaga perbankan sebagar pemvalur dama

dalam bentwk kredst, harus dipechankan beberapa pentlatan erhadap calon

debiturnya seperu hal-hal sehagal berikuy

L

ta

prinsip syan’ ank urnum  wapb U] akinan berdasarkan

analisis yan

agur;an, bauk ntu; 'a’“'qﬁ"'nﬂ
ll II L@' serdasarkan kussa
/

untuk menjual & Iuar ILIan;_L, dan p:,mlllk apunan dalam hal masabah

pemyerahan secora

debitur ndak memenuhi kewapbanya kepada bank, denman ketenwan
apunan yang dibelt 1ersebut wayb dicairkan secepatnva.

Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan
menyebutkan  bahwa  dalam  memberikan  kredt  atau  pembiavaan

berdasarkan prmsip syar‘ah dan melakekan kepisten wsaha lamya, bank



bt

wapb menempuh cara-cara vang udak merugikan bank dan kepentingan

nasabah yang mempercayakan danamya kepada hark,

Sikap yang diambit bank unuk menjagz kelancaran usahama vaitu dengan
menctapkan adanya jaminan untuk susw pembenan kredit.

bMenurat Catol Supramone dalam bukumya vang berjudui  Perbankan

——

berlangsung dengan mudus. karena dalam prakiekma bamak terjadi kredit
macet yang perl penanganan senus  Pengaturan mengena jaminan periu
hukum yam: mengatr dengan tegas karena memangkut keseharan perbankan
da mempunya dampak yany cukup besar bagr perekenomman pasional.
Keberadzan lembaga jaminan sebaga sarana yang membaniu kreditur

untuk mendapatkan kembah pelunasan kredinva d Indonesia dutur dalam ¢

" Gawot Swpramono, Petbanker dun Maalah Kredit Suaty Tiyana Yurs ds.
Djambaian, Jakartz, 1995 hal 56



|. Undang-undang Nomor 4/1996 lemang Hak Tanggungan a@s tangh
beseria benda-benda yang berkatan denpan tanah.

2 Kttab Undang-undang llukum Perdata dalam buku ke Il hal XX Pasal
1150 sampan dengan 116 tentang gadal

3. drvest Hoge Roed, 2) Jum 1929 tentang Fiducia,

4 Kuab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan 1830

lentang Hewptorch,

Sedangkan arn perangpung v Pasal | ayar (1) Undang-

undzng Momor 4a“l 1k

o .[ Vi - "
-

maka pihak bank fll =\ DT PRI g
Undang-undang I’tll' : “‘, ™ 'I '_'Eﬁ !-H L. & / ;urall Mentcr
, h alam | jminan yang

e

Agraria  Nomor

dimungk mkan suatu obyek huk langgungan_ dikat melalw groose skte hipouk
alau sekarang i oleh Undang-undang Hak Tangpunpgan Pasal 14 disebu
Zoose sertfikal hak tangpunpan, schingpa ketika debitur wansprestast maka
pihak  kreditur  dapat dengan  cepat meminiakan  permobonan  eksekusi
berdasarkan groose akte pada kewa Pengadilan Negen setempal. Tetapr tidak
semua perjanjian kredit ditkal oich groose akte, sehingga terhadap vang sat

in maka penyclesaian secara vuridis melalur pugal biasa vang dialur Pasal 118



HIR mengenan kopetenss retatif Pengadilan Negeni dan Pendaftaran (Pasal 12)
dan [2 HIR).

Proses pemyelesaan melaln gugatan tersebut & aas tidak mudah,
karena pihak kreditur haus dapat membuktkan kepada hakim mengenat
perjanjian  kredit  dengan  jaminan  tersebut, dn hdl i perfu - adanya
perhiiungan yang jelas mengenai jumlah kredit dan jumlsh status benda

Jaminan. Saw hal lagi varge periu }" - sikag debitur, apabila debitur tidak
-

N

A /

Sebagal pedoman supaya penmasalaban  dalar  dibahas  secara

sislematis dan tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tepas. Maka
berdasarkan uraian yang telah ada dalam latar belakanp masalah, pemulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohoman eksekusi benda  jaminan  keedit

perbankan melalui Pengadilan Negeni Kendat,



2 Bagamana taa cara menjalankan ekschusi  benga jaminan  kredr
perbankan yang dilakukan oleh Pengadilan Negen Kendal.

3. Masalah-masalah vang tenadi dalam menjalankan eksekus: benda jaminan
kredit perbankan o Pengaddan Negen Kendal dan bagamana gara

mengadsinya.

e |

¢ Untuk melll" UNY i S u LA :ar_'\adl dalam
'I-—.i'“\——._r

menjalankan eks kan d Pengaditan

Newen Kendal dm bagaimana l:aa I:I'Icﬂgal,asln}'a_
2 Tupman Subyckuf
a Untuk memperoleh data-daa vang akan penulis pergunakan dalam
penyusunan skripsi sebagar svarat untuk mencapai gelar kesarjanaan
dalam llmu Hukum pada Fakuhas Hukum Unpersitas lslam Sultan

Agung Scmarang,



b Unwk menambah pengetahuan tentang penehitizn hukum khususnya
dalam bidang huk um
Adapun kegunaan dan manfazt perelnian it adalah -
1. Manfiaat Teonts
Memberikan wmbaban pengetabuan & bidang akadenus leniang eksekusi
atas benda jaminan kredn perbankan. Prosedur permohonan, pelaksanaan

putusan hakim (eksekust),

2. Manlaal Prakts

¥
UNISSULA
;#MI@%,E,! - L? ﬁng dalam sua
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penelitian . disamping mendapatkan data yang sesu dengan wuan peneliian

L Metode Penclitian

Metodologi

Juga akan mempermudah pengembangan data puna kelancaran skripsi i
Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sampar dengan menganalisa

data dapat diperincy sebagar berikut -



I Lokas Penchuan
I3alam penelnan my, penulis mengambil Tokasi peneltian dimana
kasus tersebut ada, maka penulis mennlih lokas: penclinan & Penpadian
Newgen kendal,
2 Jenis din Sumber Daf

Daa yany penuhs kumpuikan dan gunakan dalam penchuan mi

adalah sehagal berku -

a [laa Primer

Yaity SE. ' - yang ( i secara langsung

dak umen-dokum ,.\ | -berkas perkara

yang huhuhunban denpan masalah chsekusi benda jamman kredit
perbankan  sera yang  menyangkul  hukum  acara  perdata ity
mengaturnya.
3, Tekmk Pengumpulan Data
Uniuk mendapatkan daia dalam ponelitian i penulls memakai

tckmk pengumpulan data sebagan berkul



a. Wawancara
Pengumpulan data melalur jalan tama jawab sexaa fangsuny dengan
responden guna memperoleh daa vang diperlakan,
Wawancara i penuks lakukan dengae pibak-pihak vang berkaitan
dengan masalzh yang hendak diteliti, ya Kewa Pengadilan Negeri
dan Pamterz d Pengadidan Negen Kendal,

b Stud Kepustakaan

Dalam

sudi  kepustal ‘ ~mempergumakan ek mk

3)
4

3

Analisa da:a adalah Iartgkah selanjuima untuk mengolah hasil
penciitian menjadi laporan, dmana daa vang dipereleh. dikerakan dan
dimantizatkan sedemikian rupa sehinpga dapal menvimpulkan persoalan
vang diajukan dalam menyusun hasil pepelttean .

Analisa data yang penulis pergunakan dalam penelian ini adalah
analisa dza kualitztif dan analisa dasa interakuf, schingga penelnian dapas

menghasilkan data yang didapat dan responden secara tertubis ztau lisan.



dan Juga perilaku yang nyata, yang ditehti dan dipela)ari schagal sesuam
yang utuh.

Penggunaan metode analisa daiz kuahiatif dalam penglitian adafah
dengan cara membahas pokok permasalan berdasarkan das vang
diperoleh bak dan swdi kepustakaan maupun dai hasil penelitzan
lapangan vang kemudizn dianalisa secara kualitatil untyk mendapatkan
pemecahan masalah

Oleh karena mu proses analisa mehbatkan kerp dengan dam yang
lengkap untuk mengatur dalam ondidoi vang dibiat membuat sintesa,
mencari _pola, mencinukan pokok-pokok | pentine yang akan disajikan
kepada orang laine Dengan melihat hal-hal wcrecbut & atas maka penulis
menggunakan modc] analis:s interakuf yang maksudnya adalzh

“Dala yang akan terkumpu! akon diapalisa -melalbi lipa lahap

mercduksi odata. .menyapkan ditas dam o kemudian  menarik

kesimpulan. Selama nu dilakukan pula suate proses siklus antara
tahap-tahap tersebut. sehingga data yang terkumpul beritubungan

sau dengan yang lam seéearz otometis'™

Gambar Model Apalisis Inieraknf

Pengumpulan
data
Reduksi 5a yan
data s ¥ data
T Penarikan

!

| kesunpulan/verifikasi

“HE Sutopo, Penganiar Metwdofogi Pewefisa; Knafiatif, *Viakabh Dik i
Penehiian Hukum UNS, Surakarta, 1993 hal 15




E Sistematika Skripsi

Dalam memberikan gambaran  memveiuruh tentani,  skopst  m:

diperlukan suals sisternatka yarg menjelaskan secara detal, maka Penulis

Menyusun Sstemanka Tersebit Sebagai Berikut ;

Bab 1

BAB 1

BAB il

- Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan ientang latar belakang

masalah. wjuan dan keyumaan penelitian. Metede penelitiar, dan

'{3 )

- Hasil Ptnehtlan dan Anahsa l)aa dalarn bd; m dikemukakzn

analisz daa hasi penebtian dan pcmbahasan meny enan prosedur
permohonan dcsekus benda jamiman kredit perbankan melain
Pengadilan Negen Kendal, taa cara menjlankan eksekust
benda jamnan kredit perbankan yang dilakukan oleh Penpadilan

Negper:  Kendal, masalah-masalah vang teradi  dalam
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menjalankan  eksekusi benda jamman kredn perbankan &

Pengadilan Negen Kendal dan bagatmana cara mengatasinya.
BAB IV Penutup, dalam bab m dikemukakan kesimpulan vang didapat

berdasarkan hasil penchuan, sebagar jawaban alas masalah dan

diserta) saran-saran

UNISSULA
el sl leluinela




BAB 11

TINJALAN PUST AR

A PENGERTIAN ERSERL 8]
Untuk melaksanakan bukom perdata material terwtama dalam ha

adarya pefanggaran alaw mempertahankan berdangsunpnya hukum material

perdala dalam hal ada tumulan : gkaian peraturan-peraluran
-"-.- . H_ .
huk um »ang lain disamping kg irs,. peraturan huk um intlah
yang disebut h .
y

ang |
.

Bagamana

3 lagaimana - : | anggunyjawabkan

¥
UNISSULA

m

& Bapamana ara melawan putesan hakim dengan mempergunakan upaya-
upaya hukum. *'

Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sisiem

peradilan perdata oleh badan peradilan umum berada d luar proses sengkela

huk um yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dan hukum acara perdaia

" Sudikn Merokusimo, Hinkusie oo Perdaia [ndnesly, Liberty, Eddbia 4 1903,

TH Kussunaratun, Huker deara Fercdata - Putvecn Hokm, dan Cbava ko
L™NS Press, Surskarta, 1993 hat 4

hef | -2
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vang terletak d upng proses yang pada dasarmya tudak ditangam lagi oleh
hukum yang memuius perkara yang bersangkutan. '

Adapun yang dimaksud dengan eksekust atau vanp dalam Undang-
Undang Nomeor 14 Tahun 1970 disebut sebagar “melaksanakan pulusan
pengadilan”, seperti terangkum dalam berbapa pendapal para sarjana hukum,
Menurut Yahya Harahap

Eksekust adalzh tindakan secara . dilakukatt oleh pengadifan dengan

Eksekusi meng

peraran  hukurg

; § "-'!-'5__'-. L : d _."J mentagt
i ‘- : ‘ || 1 haf ks san  bantuan
# i* t--

¥
UNMISSULA
el ealiliolwindla

My

polisi (kekuatan ﬂ

Menurut Sudikno 1

Eksekusi pata hakekl da kewajiban pihak

yang bersangkutan uniuk memenahi pz-"estas.r' yaug tercamin dafam putusan

tersebut.”'

" Djazdli Bachar, Ehic ke Piettnen ¢+ Perkare Pordiin Swy Hikon efim Poptes thers
Hukun, Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, Jakang, 1937, hd 6

“yahya Harshap, Rvang Lingkupermasglefion fselusy Ridang Meiddan
Cramedia Pustaka Ltama, lakaria, 1995 hd 4

"R Subekti, Higim Acara Perdate Bina Cipra, Banguny, 1582, hd 130

*Sudikna, Mertokusumo, gp, cor, hal (7]




Putusan hakim yang sudah imkrachs mempunyal kekuatan mengikat,
Kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekusi. Kekuatan padg putusan hakim
terlihat dalam format putusan, dimana pada bagian kepala putusan terdapat
kalimat “Demi keadilan berdasarkan Keiuhanan Yang Maha Esa”. Hal i
merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Hakim Nomor 14
Tahun 1970, Pasal 4, dan berdasarkan kepala putusan terschut, maka pulugan
mernpunyal kekuatan hukum untuk dijalankan |

Pulysan yang berkekuatan eksekusi mempunya kekuatann hukumm
vang past {fr Kruchr Vot e fee). Sehingyea puwsan lersebut bisa dijadikan
pegangan, dianggap fidak berubah lagi | kepaastan icrsebut membuat pihak
yang berperkara terjach hobungan hukumn, Dimana pihak-pihak tersebul harus
mentaat putusan haken terschut dn memenuhi  sSluruh _dmar keputusan.
Apabila yang kalah nidak mau mcnjalankan dengan sukarela, maka keputusan
dapat dilaksanakan ‘paksa, dengan jalan memnta Daptuan kekuatan umum

Pengaturan eksekusi, yajtu -

I} HIR Bab ke sepuluh bagian kelima tentang pelaksanaan eksekusi .

Pasal 195 Hal cksekusi/ pelaksanaan cksckusi

Pasal 196 Hal permohenan eksekusi

Pasal 19711al Tahap-tahap dalam eksekysi

Pasal 198 Hal penyitaan barang tetap

Pasal 199 Hal pencepahan penggelapan barang yang disita

Pasal 200 Hal penjualan barang sita dengan lelang

Pagal 201 Hal pelaksanaan bersama-sama beberapa putusan
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Pasal 202 lal sita aas sita tidak pers cukup saw sta untuk semua
Pasal 203 llal permintaan cksekusi dun pengachlan negeri fam
Pasal 204 IHal pembagian hasit eksekus

Pasal 205 Hal daftar pembagan

Pasal 206 Hal pelaksanaan puiwsan kurang dari Rp 130

Pasal 207 Hal veriat dan debiur

Pasal 225 Iksckusi p m

1&!,,%

E))

4) \ " -y i nil: dafig-Undang  pokok

3)

6)

KREDIT MACET DAN PERMASALAHANNY A

Kalau kredit vang dwsahakan elech kredwur mace), dalam arn, debeur
udak memenuhi kewa pabannya perikatan dengan baik, secara suka rela, sesuat
dengan sang telah diperjanpkan, meka kreditur akan berusaha menpuangkan
jatnman  yang  diberikan  kepadamya,  Kredwur  dapat  mula  denpan

menggugatnyva 4 muka Pengadilan. artinva kreditur minta bantuan Pengadilan
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agar debitur dipaksa untuk memenuhi kewajiban penkatannya sebagaimana
mestinya.
Paksaan i smu berupa cksckusi nil maupun berupa paksaan tidak
langsung. Tetapi sehelumnya hendaknya kita bedakan lebih dahulu 2 hal yaitu
Hak-hak kreditur berdasarkan perjamjan pokoknya — dalam kaitannya
dengan pembicarasn kia -Peranjian ke dinwa - dan
Hak-hak kreditur berdasarkan perjanjian occesewmya, yaitw : Peranjian
Jaminannya
Pertama-lama kreditur. harus inembukukan ‘adanya dan  besarmya
tagihan yang dipunyal lerhaddp debinir sudah matanp uniuk ditagh
Uniuk  menjamin,  bahwa debitur tidak akan mengalhkan
kekayaannya -+ vang pada prinSipnya ‘merupakan fanggunean untuk semua
kewajiban perikatannys-~ maka kreditur bisa mohon sita @aminan. Kalay
tagthan dan sita jeminannya lelah dibeénarkan dalam kepuwsan Pengadilan,
maka sita jarmnannya sekarang mensadi-sita eksckusi Mika debitur tak mau
secara sukarela memenub{ keputusan Pengadilan; maka kreditur bisa ming
agar harta debtiur yang disita dijal d hadapan umum untuk Glambil sebagai
pelunasan ban  taghan  kreditur vang lelsh dhbenarkan oleh  keputusan
Pengadilan. bisa dibavangkan, berapa lama kreditur harus berperkara sebelum
sampal mendapat kepulusan yang mempunyal kekualan vang mengikat,
karena debitur bisa — dan biasanya memang — menggunakan sarana banding,
mailahan kalau perlu nak kasasi, belum lag nanti masatah eksckusinya dengan

sepala werzefnva. Kesemuanva bisa makan wakin bertabun-tahun, Munyrkin
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afa. yanp teringal akan lembaga wwveerbaar N voorraad, vang
memungkinkan pen_geugat — kalaw dpenvbn syarat-syarat terientu — uniuk
minta keputusan dilaksanakan lebsh dahulu (Pasal 180 HIR). agar diketahu,
bahwa Mahkamah Apung telah mengeluarkan Sural Edaran yany isima
mengatakan,  agar  pengadilan  negerr  tidak  memjauhkan  Keputusan

“mitvoerhaar By vonrrood walacpun memenuhi syaral-syarat dalam Pasal

ngacden, ye XL

periv mulai dengan pugaan kepada debnur ©lam cukup menyodorkan {irose

Aklanya dan @ sudah diznggap sehagai orang vang menang perkara tagihan
yang dhsebutkan dalam Akta (irow vang bersangkutan.

Namun semea iu sekarang belum menjamin  kelancaran
penyelesaian kredi rmacetnya kreditur, karena pelaksanaan suaty Akta (rose—

seperti pelaksanaan keputusan Pengadilan vang telak mempumvai kekuatan

"3 Satno. Porode Flveknou Sefejner Surns Mesgatn Kredit Mgcey, T Cidea
Aditva Bakdi, hal, 9



yang pash pada umumnya - barus dengan persetuuan Kema Pengadilan
Megert Padahal Pengadilan bare maus menmyetwyun eksekus: berdasarkan
Grose Akta pengakuan hutang, kalav

— Pengakuan hutang ity berupa pengak uan hulang yvang mum,

k 10k

—  Merupakan permvataan sepihal

~ Jumilabnyva sudsh past, paling udak mudah dypat dipasukan

Dalam praktakma ch _.-_: kesulitan, karena perjanjian
‘p‘

hipotk ¢ Indow

keiuarnya — alas 1 perk nelalul sarana

cksckusi o Allc U M E AR 5 E,E ﬂ_ A ,n'?:'laupun. Cirose
Akta Hipotik, dan Iu. Miﬁﬁbm!ﬂ’ j

3z, maka 1imbullah

kenbulan & antara pam 'i.rcdltur nolaris dm pengacara dm diselenpparakan
banyak semmar yang dimaksudkan wnik mencan scbab dan kendala serta
jalan keluarmya,

Kiranya bisa dwnengert babwa kreditur yang menghadapi kredn
macet dan mendapat banyak kesulnan dalam mengeksekusi benda jarmnan,

akan sanpal resah.

' thid, hal ©
"' [bid hal 10



Kita lihal, bahwa kesulitan kreditur untuk mengatasi kredit macet
adalah
— Proses gupatan melalwr Pengadifan sampal eksekusi yang makan waktu
lama sekal dan
~  Proses melalu sarana “Cirose™ terbentur pada penafsiran pihak Pengadilan
terhadap “(irose Akta pengakuan hutang cks Pasal 224 HIR. sepern

tersebul d atas] padahal L sanagn ya harg melaln Penpadilan,

schingga mau tidak mau, kst > kan dln dengan pendapat

Pengadilan,

sarana ey : ‘ ) Al ! a pengak uan

hutang, jadi tcta .r: hy sederhana,

W NS S u .\
& \ Mimbm%

- Afau mencari upa; - E,adilan Karena

semcntara mi belm.n afa yang berhasii mengusulkan penafsiran lam dan
Pasal 224 HIR - yang lebih prakns dan murah - yang diterima oleh pihak
Pengachian, maka kita akan ccba menjajaps jalan ke luar vang kedua
tersebut & alas
(. Asas-Asas Eksekusi Dalam llekum Acara Perdata
Dalam menjalankan eksekusi maka perlu diperhatikan beberapa asas

yang melandas: ketenmuan-ketentuan tentang cksekusi mu sendin, asas-asas
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cksekust datam hukum acara perdata merupakan landasan dapat dijalankannya
cksekust,
a  Menjalankan putusan yang telah berkekuatan i um terap
Pada prinsipnya. hanya putusan vang telah memperoleh kekuatan
hukum telap furkrachs van ypevopde) yang dapal “dijalankan” dengan
demikian pada asasny2 putusan yang dapat dieksckus merunakan putusan

vang tclah memperoleh kekuatan. hakusy x[aap Karena dalam pulusan

vang telah  berkekuatan. elah lerkanduny wuud
hubungan hukum g berperkara. lial
& '\-_\Hx

telah m-.:mpcr'l - an -
1 N UNISSULA

2 Bila enggan menjalankan  puiusan  ddedapkan  secara  sukarela,

hubungan hukum vang dinetapkan dalam putusan harus dilak sanakan
“dengan paksa”dengan jatan bantuan ‘kekuatan ymum™ '’

Putusan mempunya kekuatan hukum past, jika terhadap putusan

o udak lagm terbuka umuk mengpunakas upaya hukum biasa yang

tersgdhia. Maksudnya meskipun saim atau kedua belah pihak mengaukan

2y Yahya Harahap. up oo hal &
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banding atan kasas), etapl apabila mengajukanma sudsh melewan
tenggang upava hukum sang ditetapkan Undanp-undang, puwsan sudah
dapat dikatakan telah mempumyai kekuatan hukum pasw. Jach sudah past
udak akan dipertentangkan lagy okh para pihak karena telah dwngpap
memilikl svarat formal matenal '

Menjalankan  putusan yamg iclah  berkekuman hukum telap
terdapal peng ccuallannya sepert yang ielah diatyr oleh Undang-undang,
vaitu
1) Pelak sanaan Pulusan-Jerdebih ‘Bahula

Pelak sanaan. putusan eclebih dahuld fitwvoerhar iy vosraad ) enurin
Pasal 1807 aat (V) 3R ' wmaw Pasal 191 B2G. Pengadilan dapan
memenniahkan  supava  pawsan  w dijalankan  terlebih  dabuaty
me-skipun adi) perlavanan atan dimintakan banding,
21 Pelaksanzan Poiusan Provinss

Pasal 180 avat ‘(1] (R man Pasd 190" mat (1) RBG mengatur
dibolehkannya memperoleh tindakan sementara selama poses perkara
masih berlangsung atau tindakan pe ndahuluan puna kepentingan salah

satu pihak. sebelum putusan akhir dijatuhkan

3) Akta Perdamaian
Berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, hakim berkewajiban

menguszhakan perdamaizn, yatu pada hari vang ditentukan kedua

Dhazali Bachar, op.crr hal I# - 20




belash pihak datang, maka kewa penpadian negen akan mencoba
mendamaikan mereka. Ketka perdamaian i tercapai maka dalam
sidang dibuat Akta perdamatan demana paa phak dihekom untuk
melaksanakan  persetjuan dan akat tersebul yany  mempunval
kekuatan sama scpert keputusan  hakim  buasa. Akta  perdamatan
mengikat para phak dan tidak dapat dimintakan banding tetapi dapan
langsung dicksekus:
4) Eksekudi Terhadap (repe Akta
Eksekus: terhadap (irow Akta balk Grose Ak Ripotik ataupun Grose
Alta pengakuan littang, sepery dialur dalam Pasal 224 HIR atay 258
RBG.
5} Pemcganyg gadai-Pasal-155 BW
6} Pemegang hipoUk pertana dencan pnp menjual sendin, Pasad 178
BW. Mengenal barang ndak bergerak dalam hak untuk menjual atas
kekuatan sendir obyek hak langgungan diatur Pasal 6 Lindang-undang
Nomor 4/19%6 mengenal Hak Tangpunpan.
Putusan tidak dijalankan secara sukarela
Sepertt  vang  dimaksud  dengan perkataan  eksekysi  atau
pelaksanaan pulusan mengandung ari bahwa phak vang dikalahkan tidak
mau menlaaly putusan fu secaa sukarela. Keadaan dimana pihak vang
kalah udak mau menjalankan pulusan secara sukarela tersebul maka akan
memmbulkan  konsekuensi hukum berupa tndakan paksa vang disebur

ekaekus]



Dengan demikian apabia pihak yang kalah bersedia memtaati
puusan dengan sukarefa maka tindakan cksekost ndak diperlukan,
Pulisan vang dapat dieksekusi bersilal condemnurosr

Pulusan mepurot sifatnya dibay atas -

1) Konsttutf (pengatiran), adalah pulusan yang menetapkan mengenai

sesuatu. seolsh —olah membuat suaw kaidzhike feniuan baru

3 Kondern

Oleh kall' i ndak
perlu dieks keadaan
vang dinyatak 11 juga, dan
pada l-:epmusl. keada: ,‘, ..; a detk nru

pula.

l:! N ! s ﬁ “ !* ﬁ Iﬁfi;:sekusf vaitu

Fada umumnya putusan yang bersifat kendemaaror terwund

dalam perkara yang berbentuk peraditan contenneuse, yanu |
a  Berupa sengketa atau perkara yang bersital panai .

b Terdapat phak penggugat dan pihak terpugat |



¢. Proses pemertksaan berlangsung secara kontradiktor, yakmi pihak
penggugat dan prhak tergupat mempunya hak  unwk  sanpeah
menvanggah'"
Selan 1 pulusan kondemater, mempumai ciricit dalam
amar atau dikum pulwsnaya lerdapat perintah yamg menghukum yanh
kalah, yang dirumuskan dalam kalimat -

1} Menghukutm atau 'mf:mralﬂ»:an suaty barang™’
-"-.-. M-.

2)  Menghukum aiau memen T

3)

4}

5)

_ !éadiian Negerni
o,

Asas m didasackan pada wewenang yang diberikan Undang-

undang kepada kewa pengadilan negen untuk melaksanakan putusan aas
perintah dan di bawgh pimpinan kewa pengadilan negen vane dulu
memenksa dan memutus perkaramya dalam tingkat pertama, apabila
pelaksanaan itu seluruh atas sebagian haws dilakukan d uar walaah

hukiimt  pengadifan tersebul, maka ketua pengaditan neged tersebut

" Yahya Harahap, gp.cit hal 12
U ihid hal 13



meminta perantaraan  atau  banwan kela pengadilan negeri  yang
bersangkwutan. ladi apa yang diatur dalam Pasal 195 HIR aau Pasal 216
RBG, yatlu menjalankan eksekusi terhadap putsan pengadilan mutlak
hanya eksekusi terhadap putusan pengadilan tngkat pertama, yakm
pengadilan negen. Sedangkan vang memerintah dan memimpin eksekusi
adalah hakim yang memenksa perkara dalam tngkal pertama schab atas
perkara tu mungkin ada bandlng dan kasasi, meskipun demikian yang

men jalankan putusan .,J_

ang bersangkutan, bukan

sebaghan
pengadifan

surat rminta ba  peng b n nog

_u g ha sﬁ M &A II}’Emg berada
dalam wilayah M'MML@ ; ngadian vang

o

bersang kutan minisli banuan ketua ﬁéngadilan negerl yang  berwenang
untuk tenjalankan eksckus: tu. Tiap-nap pengadilan membert bantuan
aias perminiaan yang bersanghuan, yang berupa

1 Defepasr verfuor, Pasal 134 HIR

2} Memenksa buku, Pasal 137 — 138 HIR

3 Roguorle commusien

" BPH Hapsaro Hediwidjojo, Btk Kufuh Hulam Acara Perdary membsea dan
mengert HIR, Seksi Hubum Perdais Fakultas Hukum Utiversyas Diponegoro, Semarang,
1983, hal 123 — I26



4) Eksekusi, Pasal 195

Pengadilan  negert yang diminta bantuan wapb memberikan
bhantan dan kewa pengadilan négen yang dmima  bapuanma it
memberitahukan dalam waktu dua kall dua puluh empat jam, serta upaya
vang felah diperiniabkan dan kemudian temang kesudahanny: kepada
ketua pengadilan negen vang pada tingkal pertama memenksa perkara itu.

ri, unik memberi perintah

dildn . nege
/ '" kat dﬂpat diterangkan

b} f . il - ‘ ; j“:: LR g I;"ada pRCh

- - /
o) ks kan ke ua gen1 - berbentuk

UNISSULA

d} ra atau juru gita

1.1

peng adlan neger,

[ Prosedur dan Tata Cara Meajulankan Eksekusi Pembavaran Sejumiah
LUang
Apabila dilthat dalarn hukum acara perdata, pada dasarnya jika

ditmjau dan seg sasaran yang hendak dicapai dalam hubungan hukurn makg

ki, hd 127
' yahya Harghap, sgpoet, hal I8



eksekust dibagi due yaitu eksckusi nil dan eksekusi pembayaran sejumlah
uang. Eksckusi pembayaran sejumlah uang sendiri bersumber dari perjanjian
hutang  atau penghukuman membayar gant kerugian Kkarema wanprestasi
terhadap suatu perjanjian atau ganti fugi yang diatur dalam Pasal 1365 Krab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan  kewenangan yang ada, kewa penpadilan negeri dapat
melakukan upaya untuk menjalankan putusin paksa melalui eksekusi vang
nantinya manuju kepada penjmalan leiang bendaberda milik debitur & depan
umum. Denpan hasil lelang maka krediur dapal menenima uang vane adalah
milknya scsual dengan amargphitsan hakim,

Dasar hukum ekschusi pembavaran sejumlal vang, vaitu

I. Pasal 196 HIR penirgzatan

[

Pasal 197 HIR, sfa eksekusi
3. Pasal 198 - W9 HIR, tala cara Sita cksekusi
4 Pasal 200 HIR, penjalin barang yang-disiia
5 Pasal 220 HIR, penjualan lelang.
Prosedur menjalankan cksekusi ditempuh  dengan  suam  urulzan-unutan
peristiwa yang dapat dijelaskan sebagal berikut :
a. Permohonan kepada Keta Pengadilan Negeri disertai Pernbayaran Biava
Eksekusi

Pengajuan permohonan ekseku$i disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. |lal ini

se)alan dengan asas vang diatur Pasal 195 ayal (1) HIR atau Pasal 206 ayat




Pengapan permohonan eksekusi disampatkan kepada Keta
Pengadilan Negeri vang memuius perkara dalim tingkatl pertama, Hal ini
sejatan dengan asas vang diatur Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat
(1) RBG. yang mencgaskan bahwa kewenangan memjalankan putusan
pengadilan sang telah memperoleh kekuatan hukum vang felap adalah atas

periniah dan & bawah pimpinan kewa pengadilan negeni vang memutus

eksekusi

Psringatan

pembayaran $e'_}u_ mperolek: kekuatan

hukum: tetap. dan plhak tergugal [plhaL yang kalah) atau debitur. tdak
mau menaati pelurasan pembavaran seumiah uang vang dihukumkan
kepadanya “secara sukarela”, maka terbukalah hab piak penggugat (piliak
yang menang) untuk mengajuken permohonan cksekusi kepada Keta
Pengadilan Negen ang bersangkulan. Dengan  adanva pengajuan

permohonan eksckusi, ‘merupakan dasa hukum bagi ketua pergadilan



negen  untuk  melakukan tindakan  peringatan  dalam  persidangan

raide ntved '

Pelaksanaan Adrmanmg
Ketentuan waktu peringatan yang diberikan HIR P’asal 196 yaitu
sekurang-kurangnya 8 han, lergugar harus melaksanakan amar putusan

hakim.

2] dunt
0 putusan
:rin g 1 2 danya ana pihak yang
y/
kalah lalai atau fid “ N ' 5 .“' LY A elaksanakan s
puiusan, maka pll permohonan yaitu
A\

baik secara lisan maupun tuhsan .kcpadﬂ Kewa Pengadilan Negen' vang
memutus perk ara. supaya puasan difaksanakan, Selelah permohonan
masuk maka tndakan ketwa pengadilan negen, yamu memanggil phak
vang kalah untuk menghadap kepadanya, dan kewz pengadifan negen
mempenngatkan mhak yang kalah tersebut untuk memcnuhi  putusan

dalam wakiu yang teish ditenlukan,

" Yalna Harghap v, hd 60
' 1bid.hat 27
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Penjelasan penerapan hukum dalam kasus ketdak hadiran pihak
vang kalah memenuhi panggilan peringatan diatur dalam Pasal 197 ayat
(1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG, menelaah ketentuan Pasal vang
dimaksud, dapat diajukan kenstruksi hukum sehaga pedoman, pedoman
penerapannya dapat ditempuh acuan berikut :

(1) Kehdakhadiran memenuhi panggilan peringatan disebabkan oleh

UNISSULA
\ el 5210 loluinalan
e )

pemnbayaran

Apabila panggilan peringatan dipenuli maka akan menplani
masa peringatan, setetah 1¢-rlampaui, maka berdasarkan HIR Pasal 197 ayar
(L ketua pengadilan meng eluarkan surat pentzpan berisi peniniab kepada
Panitera untuk menjaankan cksekusi.

Tata Cara Ekselusi

}} Berdasarkan Sueat Perintah Ketua Pengadilan Negen.

1 Mid, Wk 39 - 30



Surat permiah yang memusul penngatan baru merupakan
pentahapan proses sita eksckus) aas hata kelayaan lerpupal. Sia
gksekust  dilakukan  bertwpan  untuk  penjaminan  pemenuhan
kepentimgan penggugat, yailu supaya pugalannva hdak hampa. Tentu
sap caranya vamu dengan jalan pelaksanaan wvniwsk mengambil alh
harpa tensipal (pihak vang kalab), yang dilakukan pengadian atas
permintaan  pihak tergugat, harta kekavaan tersebwr sebagar jaminan
kepentingan  pembavaranjGmlah uang epada pengpupal, vang
dilakukan melaju~posesi Jihapiahiap. cksckusin Tetapr  apabila
sehelumnya delak ditakukan sia jaminaqd | rerhadap tenpgang. hana
kckayaan fergugat, Jaln seitiah lenpeane | masa penngatan terlampaw
sita Jamunan lerselul olomais. menjpd sna eksckusi, sChmpga 1ahap-
tahap siz eksekusiThcenyacdh hapus

Berdasarkan ketemuan Pasal 197 ava (1) HIR atau Pasal 208
ayal (1) RBCGr. <ksekusi diictakkan alss, bacany burperak apabila ndak
memenunya,  hams  dilakukae erhadap  barang  letap  vang
diperkirakan cukup untuk membayar hd . peru diperbankan dan
Pasal mw vatu apabila udak ada barang vang berperak maka cksckus
langsung dapat diak ukan terhadap barang we1ap Tetapi apatvla dalam
sural peranpan hutang yang telah ditentukan secara khusus, suatu
baranyy wdak bergerak dapat dijadikan jaminan hutang, maka ha
tersebut menyingkirkan ketemuan eksekus: terhadap barang bergerak

terlebih dahuiu




2}

Adapun baranp-barang vang dapat distta eksekusi menurut

Pasal 197 ayat (8)HIR atau Pasal 211 RBG dapat mehput

a) Uang tuna:, 1ermasuk kertas berharga
b} Benda benwujud bergerak, yang berada & tangan pihak ketga
Sedangkan vang difarang uniuk disita eksekus), meliputi
(1} Hewan yang dibutuhkan
{2y Perkakas vang diperlukan fdipergunakan. untuk  menjalankan
usaha sendiw dan’debitir

Barang-barang yang dimaksud o aw@s yaitu, menyangkut hal-hal yvang
diperlukan untuk menjalankan mala pencahanasn
Dilakukan pantera dibantu. doa orang sake

Surat periritah yang - dikeluatkan ©lch Keta, Pengadifan
Meger, vyang berepa sural penclapan cksekusi dnujukan kepada
panilera alau jurd SHa uniuk menjilankan, keéputusan® Tindakan vang
diambil paniters yauu memyta seumlidh atau seluruh Barsa kekayaan
tergugat, sejumtah vang diperlukan untuk dapat menotup: tagihan, atau
berdasarkan patokan penggant jumlah uvang yang harus dibayar
ditambah dengan biaya menjalankan eksekust

Pamtera menjalankan putusan berdasarkan sural perintah
eksekus, yang memual penunjukan nama pepbat yang dipermtahkan

dan rincian jumiah barang yang hendak disna eksekust. Panitera adalah




b

pepbat vang menjalankan eksekusi seperti yamg dimaksud Pasal 197
aat (1) HIR.

Sesuai dengan pernntah Pasal 197 asat (6) HIR atau Pasal 210
ayat (1) RBG, vailu dalam penvitaan, panitera dibantu oleh doa orang
saksi. Ketentuzn ini adalah syarat formal, apabila udak terpenuhs

menurut hukum Gianggap tudak meme min sah.

“Biasanya saksi-saksi .— wakil-wakil jura sia atau
gradil: anghutan, jika o desa

)

desa lainnya,

|

Wl
.-"I mercka yang

n P
UNISSULA
meellul/| g0l loluinsla

Adapun mengenal syarat-syaral seorang saksi vang dialr

ditulis datam datangani beria

acara serta saling

dalam Pasal 197 ayat (7y HIR atau 210 ayat(2}RBG, yakn
a Penduduk Indonesia

b. Umur 2] tahun keatas

¢ Dapat dipercaya

d. Atasu oleh pamong prapg dimvatakan dapal dipercava

B PEH apsave, op i bal 134



3) Sita eksekusi dilakukan di tempat

Tata cara pelaksanaan s#a eksekusi mencnlukan persvaatan
keharusan pelaksanaan eksekusi, yang dilakukan & fempal terletakna
barang yang hendak disita, syarat ini dapat disimpulkan dani ketentuan
Pasal 197 ayat (5) dan ayat {9} HIR. Bemtik tolak dari ketentuan
dimaksud parnitera atau juru sita datang ke tempat & mana barang yany
hendak disita terletak, unwk melhat sendin jenis, ukuran maupun
leiak barang vang hendak disila.

Malahan ~ semestimya. merska melakikan penchtian  dan
pengukuran barang;. menefiti dal menpukur Sendiri beral atau. luas
barang yang hendak disita, peris diperhatikan Bahwa tidak dapat
dibenarkan penwitaan yang didasarkan afas rekaan.-Mereka harus
melihat dan ‘mengetahui sendiri dengan padv jenid dae ukuran barang
vang hendak disita, bahkan, jika mungkin melacak secara pash tentang
status  permlikzsy baranz  Sekvrang-kurangnsa mendengar  bahwa
barang vang hendak disita” eksekisi Denar-benar wlik, tergugat {pihak
vang kalah) cara untuk mendapatkan kepastian stams pemilikan
mereka cari melalun pendek atan, mendatangy kepala desz dan kantor
agraria. unfuk menclii sural-sutal vang berkenaan dengan barang
hendak disita dan menanyakan orang yang bersebelahan dengan letak

barang. ="

' yahyaHarahap. op cir, hd 71




4)

&

Mak sud dan melakukan pemingauan langsung ke lokast letak

benda jaminan tersebul yaitu untuk mencocokkan letak, ukuran dmn

batas-batas dengan gambar smuasi dan sertifikar tanda bukii haknya,

kemudian dikonfirmasikan dengan  pemenmah dan  masyarakat
selempat,

Peninjacan akan benda jaminan tersebun tentunya dibutuhkan

pengawasan bimbingan .-"‘" Kewa Pengadilan Negen

Pembuatan beria acara s}

sehingpa se ?RN'SﬁMl ﬁ
\ M*@@bw.-,mte .,

a) Barang apa -sap yang disita
b} Jems dan ukuran barany vang disina

c) Lerak barang vang distz

d) Hadir atau ndaknya phak tergugat (mhak tersila)

¢) Penepasan penjagaan barang yame disita

) Penjelasan non bewnding suaw barang apabila barang yang

bersanck wan hdak ditemukan
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@ Penjelasan sna udak teriaksana apabila sna eksekusi tdak dapat
dijalankan

h) Tanggal. bukan dan 1abun pelak sanaan sita

Kepclasun  perincian mengenal acara Sita  dianggap mengikat dan

bernilai karena diluar hat tersebut dianggap ndak mengikal dan tidak

mempunyal nilay eksehutorol, sehingea agar sila tidak tenjadi sia-sta

SCCara ninel.

. 7~ =
" aka berva acara dtanda
tangani oich pe o LAM S ,
2R 7
tanda ‘-ﬁ' ‘ . (

it
=

segera

% " hukum agar

anaat eksekusy 18

berita acara dlsampaﬂian pada saat itu jupa. Apabwla tersita tidak hadir
pada saat pelaksanaan eksckusi dilaksanakan, maka is berity acara
segera  dibertahukan  dengan  jalan  menyampaikan ke tempat
tmgualma,
Penjagaan vundis barang yang disita

Mengenar penjagaan barang, berdasarkan huny Pasal 197

ayat (9] HIR atay Pasal 212 RBG, yaitu panitera atau otang lain vang



ditenyuk , mengingat /menurdl  keadaan harus memtipkan  barang-
barang wu kepada A tersita. atau memandahkan barang-barang bergerak
atau sebagain dan barang-barang mu k& tempat penyvimpanan varg
pantas. Dalam ha penama, 1a akan membertahukan ha  tersebut
kepada pamong desa, vang wayb mengawas) supmva barang-barang
tersebut udak dipindahkan.

1ersia. vang dapal bebas

By

ak boleh  menual  atau

&)

umissn.u.n
Sural Permtah K'I o h -*, akan Penjualan
Lelang -

Dalam ¢ksekusi pembayaran sejumlah uang terdapal dua surat

penctapan.yaiiu sural penetapan setelsh aanmammg untuk menjalankan

eksekusi dan vamp keduz yaitu sural penniah untuk mengadakan penjualan

leiang

Pengadilan Negen vane handak melakukan eksekus: pembayaran

scumlah uvang haus memnia bantuan kantor lelang wauk menunjuka



seorang pejebal juru lelang menjual barang yanp disita. Pengadilan Negpen
tidak bervemang untuk melaksanakan sendiri pelefangan, oleh sebab ity
dibuat surat perintah ketua pengadilan negeri untuk mengadakan pen jualan
lelang, 1t adalah 1upas Pengadilan Mepert

£, Upaya Hukum Dalam Eksckusi Pembayaran Sejumlab Uang

Adanya upaya hukum, vaiu suatwe benwk hak yang dapat diambil

tereksekusi, pada hakckatn}ra '

a Untuk menunda ' atiw

b Membatalkan eksckusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak
dieksekusy irdak menpikar, atau

¢ Mengurang nila jumlah yang hendak dieksekusi. =

2 Perlawanan Pibak Ketga

' BPHH apsor 0 Hadiwid joyo, gp.cne, bal 150
“*Yahya Harahap, upcie hd $6



Perlawanan pihak ketiga adalah perfawanan yang diajukan oleh
pihak ketiga terhadap putusan hakim atau wethadap perkara vane sedang
berlangsung, karena phak ketiga mempumvai kepentingan. Diatur dalam
Pasal 378 dan 278 BRV_ *®

Perlawanan pthak ketiga (Perdeb Vercety udak belch diterapkan

secara umura unick menunda eksekys),

P
UNISSULA
Aetllul/Igmlolelnale

*) TH, Kussunarvatun, op.ci, hal 40a
" Yahya Harahzp oo, bal 29|
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HASIL. PENELIHAN

Berdgsakan wwon sang telah dibahas dalam bab sebelumnyva, maka untuk
menyikapr terhadap kebutshan perrmintaan kredic dan masyarakat kepuda lembaga
perbankan chperlukan suatu perhatian khusus. Perhatien khusus tersebut yaity

bndakan dan pemerintah untuk membuat Seatmu peraturan perundang-undangan

Letak masalsh k urbanian | vaile | peda masalehc kredt macet  1Hal

kemball Bank s

kredit, safah satunye

upaya hokum, Langpks hil ! Pz Ll I}pcrmnfmnun

eksekusi uniuk per Jﬂl‘l} M M H E ﬁ u l.. ,ﬂ T:]ukﬂn gugalan
wtllalliZnlylol el /f

Mengenal cksel-‘.um benda ]amman erdlt perbankan yang penulis 1eht,

terdahulu untuk per]an]ia'n,

adalah eksekus: vang diajukan bank schagar kreditur untuk menggugat debirnya
yang wanpreslas,. lalu melakukan permohonan cksekusi df Pengadilan Neger
Kendal

Hasil penelitian ws berdasarkan pada data yang penulis dapatkan melalyr
wawancara dan mempelajan berkas perkara ekschusi, yanpg membetikan suaig

gambaran umum tenlang  prosedur pengajuan permohonan  eksekusi  yang

4l



mendasarkan pada putusan yang sudah m krech var pewisde  maupun
berdasarkan Grose akta scbagm sustu perbandingan. Dengan pencliian tersebut
maka dapal memudahkan untsk mengetabun  prosedur eksekus1 d fingkat

Pengadilan Negen.

A, Hasil Penelitian

Penulis meiakukan pcmtrkan pada hasl penelitian

yang diperoleh, yaiu ckscl.usl bers

pemeriksaan pef

dipakai dalam putils 7ia 2 akukan dafam

UnisBuLs

4. Perkara Nomor 12 rPd:Gf'IWEJPN Kr:ndal

tiap putusan.

|. Permohonan Eksti

Jo Nemor 190/Pdi/93PT Semaranp
Jo Nomor 3016 K. Pdi94
1y Para Pihak Terkan
Phak pengrupgat adalah Sar. 8H selaku Direkwr Utama PT.
BPR Wimas Kalwung u, bertempat tingpal d Jalan Sekopek Noé

Kallwungu Kendal berdasarkan sural kuasa khusus tertanggal 25




<3

julk 1992 memberkan kuasa kepada Soe BH. Pengacara yang
beralamat d Pablawan No 14 Kendal

Pihak tergugat adakah -
a) S& YM

by Sdn. SHP, keduanya beriempat ungpal & Desa Tesan RT e

RW (1l Brangsong Kendal

Uy “ Clahy fin:.ra bersama

\ ssmissin s /
a | Zaalesliolue
i s |

jatuh tempo daz 1ergugat melakukan keterlambalan membayar

tergugat telab

bunga Ykal:
d) Penpgugat telah berulang kah melakukan igguran /peringatan
aas kelalaian tergugat 1etapr tergugat melakukan ngkar janp.
¢) Adapun hulang tergugat sampar lnegpal 29-08-1992 adalah
scbesar Rp 13788 311.- vang terdin aas

Hutang pokok " Rp 13000000 -



Hutang bunga - Rp 53_683I11.-
Hutang lainnya . Rp 420000 ~
Jumlah - Rp 18.788311 -

f) Karena tergugat ingkar janp maka penggugat dirugikan 3 %
dar Rp 18.788311 - umuk setap bulan ranggal 29 Agustus

1992

¢ Penggugal meragukan il

NS Sy A /p—
\ Aeellall£oalsslolznela

SHP, yang teetak & Desa Tosai RT. 2 RW. Wi

II
o -

BHOEHM/990 am

Kecamatan Brangsong Kendal
3) ki Tuntutan
Tuntutan vang dwmmntakan, vau
a) Mengabulkan sugatan pengpugat.
b} Menyatakan ssh dan berbwepa penyitaan yang lah dilakukan.

€) Menyatakan terpugat telah melakukan ingkar janji.



d) Menghukum wrgugat 1 dan IF unmuk membavar htangnya Rp
18.788311.-

) Menghukum tergugat untuk membayar gant ngi sebesar 3 %
per bulan dan jumiah hutang sebesa Rp 18.788311.- terhitung

mulai 1amezgal 29 Apustus 1992 dengan tergugat 1 dan I

membasar Junas kepada penggugat

-'I)I

-
: llgugai Il efah

f,.“'l:nlulan Agustus

by Tidak ‘;J-ena.r PN arman -le-rgt_tgat 1 kepada penyrupal sebesar Rp
[3000.000.-

¢) Tetapr yang benar menurut peanpan membuka kredit tanbpgat
29.08-199] adalah sebesaxr Rp 20.000.000 - dan aas pinjaman
tersebut telah dianpsur sebapa benkut -
(I PRp 300000  (dibayar sendin)

(2 Rp 120000 (dittpkan orang lain}



{3y Rp 8500000 (dbavar sendm)

dt Pembayaran ferakhir vaitu sebesar Kp 8. 500000.- pada bulan

D

April 1992 dleh pengguga dibszat pejanyan membuka kredit
bau sebesar Rp 153 0N000G.-  dan  rfergugal  disuruh

menandatangans, felap  tanggalma dibuat  mundur.  yamw

Apustus 1991

g scpk "-*‘3 X
n:!lquc’L{- 1!.;1,..,4,1,.;.

bunga 3 % per

by
buian mt‘-ﬂklpun telah memetujuima, mohon kebijaksanaan

hakim menciapkan bunga vang lavak memwn  undang-
uandanyg.
Tergugat | dan 1| mempunval wkad bak untuk membayar
hutzng.
Permohonan comservarorr beslag  terlaiu  berlebihan  Karena

sertifikat telah diserahkan kepada penggugat mohon ditolak
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Dalam meiengkapi pemeriksaan juga telah dipenksa buku-
hukir surar yauu -
al Fot capy pmjamarn membuka Lredu Nomor
848/104617 /(VII1/1991 tertanggal 29-08-1991, rckenmg Nomor
104617, ternanda P-1
b Folo  copy  pemanpan  membuka  kredit  Nomor

248/ 4366/VI11/199] rekening Nomor 4366 teriandaP-2.

¢l

€

. UNISSULA
\ FeellaliZoalsloluinol o

Kendal lertanguat |4 M 1992 erianda P-7.

85/BASSAM/1992

hy o copy rekening Nomor 4366 alas nama YM terianda -8
Seclanjuinya bukti-buk b sural dan te rgugat yaiu ¢
2y Foto copy buku setoran rekeming Nomor 4366 atas nama Y
tangpal 9-10-1991 tenanda T-1
by Foto copy bukti scioran rekeming MNomor 4366 atas nama YM

langgal 26-10-1991 tenanda T-2.




5

<

g)

Perimbangan lakim

a)

&)

Folo copy bukli setoran rekenng Nomor 4366 aas nama YM
anggal 05-10-1991 tertanda T-3.
Foto copy buktt setoran rekening Nomor 4366 a@as nama YA
tanggal 13-11-1991 tenanda T=4.
Foto copy bukt sewran rekening Nomor 4366 atas nama YM

tangpal 19-11-199] tentanda T-5.

at, * 1%
\ Fellel/iZnlnloluila

\ e /
perjanyian krednt demgan kuasa uemk memasang hipotik dan

penyerahan hak milik secara fidusia vang dibuat oleh notans
NFL, SiH akia Nomor 66 lertanggal 29 Aguswus 1991 (bukti
P-4,

Dalam penanpar membuka kredit nomor 837:437/VIIL91 dan

akta notanis nomor &6 ierlangeal 20-08-1992 (bukn P-2 dan



P-3) telzh ditentukan wakiu bayar angswan dan jawh 1empo
tanggal 29-08-1992.

f) Terpugal melakukan ingkar jany #an apa yang telah disepakati
mengenai pembayaran bunga dan pelunasan hutang.

) Setetah memberikan bukii P8, maka bukn 1-) samp# dengan
T-2dikesampingkan.

Jumiah Muang terpugat 1 dan wrpupm [ yang didabllkan

: n| dasan-alasan_fersebul lery u:.im ergagat 1
D\ sttt o

5 membayar lunas

hitang Kepada pengligat schosar Rp 18488311, ditambah

3% perbulan.

- Mengenai kerugian yang diminta pengupat, karena udak
cukup alasan ditolak.
-  Mengingat Pasal-fasal dari undang-undang dan peraturan

yang bersangk ukan.



6 Putusan ["zngadilan Negen Kendal
a) Menpabulkan gugatan schagaian
bi Mematakan bahwa tergugat | dan tergugat T tefah melakukan
ingkar jaji
¢ Menghukum tergueat 1 odan wergugat 1l untuk  mombayar
hutangnys vang kit berjumiah Rp 18483311.- ditambah

o« bulan terhiung mual tanggal 29

denpan bunga 3 %

W
kL oaiugal Panpadifn Negerl Kendal tertanggal 19-
""‘!u'!-? IWMI& / /

amar kLtlba yang bcrbun_-,rl ‘-Lhﬂj:,ﬂl berikut

AR jang  mengakul

{1) Menghukum terpugat | dan tergugat I untuk membayar
hutangnya sebesar Rp 13000 (00, - ditambgh  bunga
sohesar 2 % sampal per bulan terhitung sepk langgal 19
Agustus 1992 sampar hutang terscbhut dibayar lunas

{2y Mepguatkan putusan  Penpadilan MNepen  untuk  yang

selehihnya



1

(3) Menghukum tergugat | dan Tergugat Il untuk membayar
biaya perkara dalam peradidan tmgkat banding sehesar Rp
7500 -

(4)  Memerintahkan kepada paniera Pengadilan Tmggt umuk
sezera mengmmkan salinan resmi dan putasan im beserta

betkas perkaranya bepada Kewa Pengadian Neg eri

Kendal

T eSS S A
M Aeellal)l £olsleluinsla e Targian
/

1 —
permohonan  cksekust  dengan  meminta  pengadilan  untuk

melakukan peringatan terlebib dahuly kepada tergugat densan surat
tertangpal 77 junm 1997

Berdasarkan swat permohenan cksekusi Kelua Pengadilan Kendal
membual penelapan, Y&ty |

a) Mengabulkan permohonan darz kuasa pemohon cksckusi S

SH.



by Menentukan pelaksamaan teguran tersebul pada han Kamis,
tanggal 10 Jul 1997 am 0500 WIB.

¢ Memepmabkan kepada juru ska alau juru sta  penggant
Pengaditan Negen Kendal umuk memanggil para rfugat
ermohon  cksekusy supaya menghadap Keta Pengadilan
Negen Kendal pada han  vang telah  dnetapkan  mma

pelaksanaan teguran (e

(U) Teguran

i ?ukan tepuran

w H I E?@ U ang n _ Itua Pengadilan
Al UI"{;#{ ml‘alﬂ,,_@flfg,, ! :

=i

SSH, Illsscdangkan p?haT'lcfm_umf‘fM dan SHP tdak
datang dan haova drwakilkan UAUH retapl ndak menunjukkan
sura1 kuasanva Ketua Pengadlan Negen memenntahkan UA.
UUH untuk melengkapm sural kuasa da menunda tepuran pasa
Kamis tanggal 24 Juh 1997 jam 0900 WIB

b Pada han Kams, 1anggal 24 Juli 1997 Keta Pengadilan Negari

kendal menunda kusa hukum termohon eksekust. karena tidak



datang menghadap tanpa keteangan legwan diunda hingga
hari sclasa, tanggal 12 Agusius 1997 jam (8 30 WIB.

¢t Pada hari Sabtu tanpgal 2 Agostus 1997 sebagm juru sita
Semarang berdasarkan penunjukkan Pamsiera  Pengadilan
Negeri Semarang melaksanakan penctapan Xema Pengadian

Semarang untuk memenuhi sural permintaan Ketua Pengadilan

83l

__ saisSuULA
,. Mlb}mh anegal 13 Agustus

1997 samna deruan lﬂ Agusms 1947 harus melaksanakan

pumsan  Penpadilan  Tinggn  Semarang  nomor 190/
PdiG/1993/PT Smp p pulusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No 3016 K Fdt 1993 vang telah berkekuatan hukum

tetap.



Berta acam teguran ditandatangani oleh Kewa Pengadilan
Megen Kendal, Wakil Pamiera, Kuasa Pemohon, eksekusi dan
| kussa termohon eksekus:
b Perkara Nomor 10/PdiG/1992PN Kendal Jo Nomw 580/Pa1992 /PT
Smg

1y Pihak-pihak sang terkai

3
LM‘*%'}L
w.uyré*

erbuka kredit Nomor 5437103354/ XI1/1990 tertanggal 6

Desember 1990 sera Akia (Fose Nomor 13 tenanggal 6
Desember 1990,
b Tergugat dalam pembayaran kredn telah  mengalam

kelambatan 14 kab angsuran.
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¢} Pengpupat telah memberikan tepuran (somasi) iet2pi phak
rergupat tidak mengindahkannya, dengan demikian tergugat
tclah melakukan ngkar @ang (Wanpresiasi).

&) Adapun hutang tergugat sampai ¢ Maret 1992 sebesar Rp
6.844525,- dengan permeian :

Hutang pokok - 1916650

Hutang bunga

““ H l ?5 l! .m!éa , Ilt':?. Hak Mihk
Aetllel/ | £onlo lobusinala
. A
Desa Mete'seh Bop Kendal

Dukuh Randue San

3 ki Tuntnan
Tuntutan yang dimintakan, yaitu
a) Mengabulkan pugatan tergugal
b) Menyatakan sah dan berharga penyitaan yamy elah dijalankan
terletnh dahulu.

¢) Mepvaiekan tergugat telah ingkar jangn



di Menguhukum terpugal untuk marbay-ar butang Rp 6.844.525.-

¢} Menghukum tergugat membayar ganti nagm 3 % perlukan aias
hnangnya.

£} Menghukum tefg ugat umuk membayar ongkos perkaa.

w) Menyatakan kepulusan im dapat dijalankan teriebih dahulu.

4) Pembuktian

Terpusat dalam pemeriksaan memberkan pernyataan
A

\ uUNISSULA /
|\ ekt Grbtelyzndle /

1

Bunga Rp 456000 - {R-p-.':'nﬂ.ﬂﬂﬂ x 12 bulan)
Jadi hutang pinjaman Rp 2572.6030.-

d) Tergugat tidak ingkar janj dan bua jatuh tempo tangpal 6
Desember 1992, 1erpugat akan mehmasi mnangyva.

¢} Alas dasa uraian perhitungan hulang Rp  2372.650.-

selebihnya terg ugat menolak.



Dalam melengkapi pemeniksaan yang telah diperiksa bukui-
bukti surat vaiu :
sy Foto copy  perjanjian  membuka kredit.  Nomor
543/104.354Xi/1990 tertangpal 6 Desember 1990 tertanda P-
1

b Fote wpy peganjian kredit dengan kuasa memasang hipotik

tertanda P2,

5y Peni

by Perjanlljian berdasarkan -Eukﬁ P berlaku 24 bulan mulai 6
Desember 1990 sampal jaruh tanggal % Desember 1992,

¢) Tergugat telah mengangsur sae kali hutang pokok dan bunge
sebesar Rp 121.350 dibenarkan oleh penggugat.

d) Berdasarkan bukt Pl Pasal 80 dan P-2 Pasal 3, pengguga
dapat mengakhiri perjanpan  kredit tanpa  pembenitahuan

terlebih dahulu dan tergupat.



€

f)

]

58

Meskipun  waktu perkara diajukan ke Pengadilan  MNegeri
Kendal belum jah tempa telap berdasarkan kesepakatan
bersama P-! tergugat ketertambatan mengangsur selama empat
belas kah

Aas kelerlambatan terpugal mengangsur, penggugat lelah

melskukan permgatan {somasi) bukn P-4 tetapl ferupal tidak

‘s = 350,

\Wlitah o | Saonsigs d Bt
\
jamman dapat dikabulkan,

permohonan  sila

"Telah dibuat berita acara sita jaminan ofch juru stia Pengadilan
Negeri Kendal MNomer 10/BAPAIGI992Z/PN Kendal 1etap
tergugal tidak mau menandatangam.

Ganti mugi dilakukan terhitung tanpgal & Apustus 1992 sampai
tangpal pelunasan, yaitu sebesar 3 % dan Rp 4.036.175.-

perbulan.



ki Petiturn ke-7 gugalan pengpupat tidak me menuh  tunigtan
Pasal 180 HIR, maka ditolak.
I} Biaya perkara Rp 116000, - ditanggung tergugat.
an Pasal-Pasal dav  Undang-undang dn peraturan  yang
bersangk utan
&) Putusan Pengadilan Negeri Kendal

2) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

A sta jaminan  yang telah

ﬁﬁ dari Rp

! _' prdl dengan

=0 |
f) Menghukum tarzugat membavar biaya ara  sebcsar  Rp

, el gsRlo loluina

g Menclak gugatan untuk selebihnya,

7 Putusan Pengadian Tingg Semarang
ay Menenma permohenan banding dan tergugat pembanding.
b Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kendal
¢ Menghukum Tetgugat-Pembanding membayar baya perkara

yang dalam tingkat banding schesar Rp 7500.-



60

d} Memenntahkan untuk menginm surat pumsan besenia berkas

perkara i kepada Kewa Penpadian Nepen Kendai

Surx Pemberitahuan Putesan Banding

Han Kams, ianggal 28 Januan 1993, juru sua Pengadilan

Pengadilan Negen Kepdal memenuhi  permintaan Ketua

wdal ter

UNISSULA

Kendal @as periniah Ketid
1093 Nomar 3% 105 meT

grok  menghadi®

M TTLLr: | B
beriiahukan kepada WIEUES
Desember teguran

pela ksanaas
ermohon  eksekust
{ Aanmartng) ua Pengadilan
et 1993, ket
sanggal 8 Deseil

ran tshadap 1By
b
gan terhuung 9 Desewt

Padﬂ hm Rﬂam gal_lgnnﬂhﬂ'n
Negen Kendal melaksandan ¥
ysanakan ama¥ pus

chechust BAY mela

o3 sampai dergan eneeat 1 o
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1)Pelaksanaan Teguwran

Se telzh lampaunva masa feguran maka berdasarkan Pasal 200 HIR

Pasd 35 Undang-undang Nomor 19 hun 1970 tentang pokok-

pokok kekuasaan kehakiman dan Pasal 60 Undang-urdang Nomor

2 Tahun 1986 tentang Peradian umum. Maka Ketua Pengadilan

menunjuk pejobat lelang untuk melakukan lelang eksekusi.

<

& :

1994, jam (8. 30 WIB benempat & Dukuh Randu San Desa

Mereseh Bop Kendal.

Dikirimkan Surat Pembentahuan tentang lelang  eksekus)
kepada  Muspika, ®rmohon  eksekusi  kepada  Muspika.
termohon eksekust, pada tanggal 7 Pebruar: 1994 oleh pru sia

Penpadilan  Mepen  Kendal Surmt  pemberiizhuan  kepada



iermohon  cksekusi disampaikan ke Sekretars Kelurahan,
karena ermohon eksekusi ndak bearada di vempat,

d) Pengumuman kedua pelaksanaan lelang eksehusi di surat kabar
hanan.

¢) Lelang eksekusi ditaksanakan dengan pemberitahuan ke -

(1)Kepala Meteseh, Kecamatan Boj, Kabupaen Kendal.

B Analisis Data
i. Prosedur Permohonan Eksckus: Benda Jaminan Kred Perbankan Melalui
Penpadilan Negen Kendal
Permobonan eksekusi haws didasarkan pada putusan pengadilan
vang sudah berkekuaian hukum pasti. Hal i berlake unluk masalzh
ingkar jang antara kreditor dengan debitur, yang perjanjian kreditnva tidak

mempergunakan Crove akie atau Crose akie tessebut cacal menurut



&

pemilaian dan pemeriksaan hakim, sehingga tidak mempumyal kekuatan
cksekntona), Jach untok hal tessebut perlu adanmya pengajuan gugatan
sengketa perdata. a  Pengadilan Nepen vang berkompetenst dan
mendatiarkan perkara tersebul sepert vang telah distur Pasad 118.121 dan
22 HIR.

Melaly acara slang perkara terschbwt. maka periu ada pumsan

hakim wvang bersifal menghukul},- suatu dasar eksekusi Swarat
- .

diikut bahwa putusan hakim

F H‘:ﬁ ! ﬁ 3 !_!J agm berkut

a1 Pembayaran

Biaya Eks:el\u.m

Permohonan ditupokan kepada Kewa Pengadilan DMNegen
schagm pemenksa perhara A tingkal pertama, sepertt duatur dalam
Pasal 195 ayat | HIR. Permohonan diingkungan Pengadilan Negeri
Kendal dilakukan secara tertulis twetaps dapat pula dilakukan secara
iisan.  Permohonan dmisertan biaya panjar permgatan sebesar Rp

130.000, - Berdasarkan permohonan rersebut Ketwa Pengadilan Negen



b

6d

Kendal membuat penelapan dengan nomor penctapan sE5UA!  NOMOor
perkara

Dalam penetapan fersebut, berist tentang dentitas para pihak,
pertimbangan hukum dan penetapan yang berisis mengabulkan atau
uidak. bila dikabulkan maka dietapkan pula pelaksanaan perngatan
hari dan tanggalnya serta wakiu chmana Ketua Pengadilan Negen
Kenda! akan memanggl para phak untuk menghadap dan dilakukan
permgatar.
Perimgatan dermterming

Dalam penetapan terschut, ewa Pengadilan fdeperi Kendal
menctapkan pemanggilan para pihak dengan memerintahkar: jury sita
atay Juru Site penggantt untuk memanggil para pihal, apabil ada pihak
{termohon atau- pemohon eksekust) yang berticmpal tinggal diluar
dacrah hukum Pengadilan Negen Kendal maka Keta Pengadilan
Negeri Kendal, meminta bantuadt jum st au jury sita Pengadilan
Negert Kendal dimana paa pitiak beriempat thrggal

Apabila telah dipanggil secara patut maka secara otomats
Kewa Pengadilan Negeri Kendal dapat membuat perintah tertuls
unwk menyita, demiking menarut Pasal 197 ayat | HIR. tetapi dailam
prakieknya Kewa Pengadilan Negen  Kendal akan memernksa
kelengkapan termchan dan pemohon eksekusi serta surat kuasa apabila
termohon dan pemohon cksckum diwakili kuasa, apabila ndak lenghkap

surat-suratnya maka peringatan diundur pelaksanaannya



Keluz Pengadilan Negeri Kendal tetap memben kesempatan
waktu, untuk para pihak yang telah dipanggl secara patut tetapi tidak
datang menghadap. Kesempalan tersebut berdasarkan kebiyjaksanaan
Ketua Pengadifan Negeri Kendal Dengan demikian juisu sta maupun
juru sita pengpantt haus  kembali mendatangi  dan 'melakukan

panggilan secara beberepa kali sampai para pihak dapat menghadin

o,

acara penngatan, letapl tdak demikian pelaksanaannya, swakiu

peringatan kadang lebih dari deapan han baru berakhir setelah pihak

pemohon eksekusi mengajukan surat permohonan lelang eksekusi.
Prosedur permohonan eksekusi yang perjanpan hutangnva

memakai (rose akia, fudak perlu melalu proses sidang perkara perdata

vang bamak menghatiKendaln wakm Jadi keputusan pengadilan
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yang pasti berlaku dan diperlukan hanva untuk permohonan eksckusi
atas perjamjian hutanyg yang hdak memakar Grose akia
Tata Cara Menjalankan Fksekusi Benda Jamnan Kredd Perbankan Yang
Dilakukan Ofch Penpadian Neger: Kendal
Seteluh dirasakan pihak termohon eksekust atau pihak yang kalah

idak mempunyar niat bak untuk mclaksanakan kews phannya, maka

terbukalah untuk dilakukan sig

hj

“M N E :.#J; E w L.ﬂ. I,"' panilcra  yanp
berfungsi +r.~':hk i M'&%@M‘,ﬂ.

— %, f
Pasal 197 ayat | IR ‘letapi dalam penytaan yang terjads dalam

o1 sesuar ketenluan

perkara nemor 12/ pdieks/199 7PN Kendal dilakukan olch juru sita
Proses sia cksckusi pada pelaksanaannyva dibaniu dua orang

saks don dibentahukan kepada nstanst terkati yaru Kepala Kelurahan

dan didafiarkan & Kantor badan Pertanahan, Syvarat formal un diatur

datam Pasal 197 ayat 6 dan 9 [HIR



&7

¢y Sna Eksekusi dilakukan & ternpat
Sita sksekust diakukan d empat dimana benda jaminan kredd
vang hendak dicksekusi tersebut berada. Apabila benda tersechut baada
diluar wiayah hukum Pengadilan Negert Kendal maka vang teryadi
Kewa Pengadilan Negen Kendal melmpahkan proses penynaan

kepada Ketua Pengaditan dimana benda terschut ada dalam wilayah

hukumnya. tal scmal dengan Pasal 1?5 avat 2 dan 3 MIR cdmana

Ketua Pengaditan ;,,-'/ “m

tersebut tdak dipindahkan,

Jadi barang ‘etap berada duangan tersita, vang dapal bebas
memakan dan  menikmat;, fetapy  uwdak  bolh  menjual  alaun
menyewakanma menurut Pasad 199 HIR aau Pasal 214 RBG

Keabsahan spa cksekusr dilusr hadimya pihak tersitalah vang
diisyaratkan secara lerswal pada Pasal 197 ayat 5 HIR atau X9 avat 4

RBG. Pelaksanaan sia eksehust “hdak boleh™digantungkan atas



hadirnya phak tersita. Hadie atau tidak hadr, sita dapm dijalankan
pelak sanaannya. Ffal i dafam praktcknya terlihat pada perkara nomor
0/Pdt G/97/PN Kendal p nomor 580:Pd1./1992/PT Smg,
d) Pembuatan berka acara st eksehust
Tindakan sta eksekusi yang dilakukan harus dhibuat beria

acaranva Inn don bunyl Pasal 195 ayal 5 dan 6 |UR yaiu pamicta

o

o f
disa Surm permohonan i diseriar juga biaya panjer unmuk

mengadakan lelang eksckust

Sampai proses T atdu sebelum Jelang dilaksanakan terbuka
jalan untuk phak termehon eksckusi ‘tersia yang mau membatalkan
proses lelang chsekusi Dalam perkara nomor [2 .pd eks/1997/Pn
Kendal pp nomor D2/.dc)’EB199T.PN Kendal, pihak termohon eksckusi

melakukan perdamatan dengan membayar seluruh kewajiban kepada
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phak pemohon cksekus! yang meminta pembatalan lelang eksekus)
dan permohonan pengangkalan sia cksekusi, maka Kema Pengadilan
membuat penetapan untuk mengangkat sita eksekusi Sita eksekust
Jilakukan dan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan scrta
diberitahukan pada Instansi  pemenntah  seempat  Yau kepada
kelurahan. Setelah diaksanakan pengangkalan sua cksekusi maka
dibuar berita acaranya oleh Paniieia Pengadilan dan para phak terkait

N

aq, pibak pemohon dan pihak

!I-AM \‘ y penganghalan sia

Dalam m‘.laksanaian l.‘:l\Sd.Ll.IS] mular daci pr{;m::hr maupun iata
cara cksckusi, masalah vang kerap wrjadi adalab pihak vang kalah sering
mengulur-ulur wakw dengan menunjukkan keengeanan untuk hadir dzlar
pelaksanaan peringatan (ucraning) ataupun dalam  pelaksanaan sita
eksekusi, pada perkara 3016 K/Pdv 1993 jo nomor 190/PdiN1993/PT Smy
p nomor 2PduGAS2_ PN Kendal, mhak vang iclah kalah tidak mau

mendatangr berta acara sta eksekutonal wakw penngatan menjadi lebih



dari delapan han, Hal tersebut dapal diaiasi dengan 1c1ap melangsungkan
proses pelaksanagn cksekust sesum peraturan perundangan vang berlaku.
Mengenal masalah terhentinya proscs eksekusi selungga hanya
sampal peringatan {iuermunig) Sap, sepert dalam perkara nomor 306
K/Pd 1995 o nomor 190/Pdt/1993PT Smg jo nomar 12/Pdh G/1992/PN
Kendal, Pengadilan berssfat pasf, karena banyak tecjach dimana phak-

phak vang bersengkcta melakukan cupayva dama tanpa sepengetahuan

-

Pengadilan.

UNISSULA
weellull| Rl leluinela




BAG I\

PENUTLIP

A Kesimpulan
KResimpulan yang didapat dan apa yang ieiah penuhs wrakan

berdasarkan hasil peneliban dan pembahasan tentang eksckust benda jaminan

kredit perbankan d Pengadilan Negeri K !ah sebagai berikul :
.
1. Prosedur permohonan ekse an kredit perbankan melalui

dengan dise baar tan: sebesar Rp

UHISSULA
M'ﬁbm#
rat permohonan te

membuat pengtapan dan menetapkan han dan tangpal pelaksanaan

150.000.-. |

b Berdasarkan st Pengadilan Negen

peringatan. Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan peringatan sedapat
myngkin dihadiri semua pihak, apabila kehadiran par2  pihak
diwakilkan oleh kuasany2 maka harus menunjukkan sural kuasa
khusus.

¢ Pelaksanaan peringatan dilakukan dengan waktu sclambat-lambatnya

delapan hari, pibak yang kalah wapb melakukan amar putusan hakim.

71



2

Tetapr wakw masa pelaksanaan perngaian berganung  kepada
kebijaksanaan Kelua Pengadifan Negert juga keakufan pihak pemokion
eksekusi  untuk mengaukan surs permohonan Ielang cksekus:
Pelak sanaan penngatan dibuatkan bera acaranya.

Tata cara menjalankan cksekusi benda jamunan kredi perbankan vang

diiakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal

1 beriik tolak dan permohonan

ser peebat

J ch jum  sita,

ntu okt d E U s Bila "Illjaminan berada
| Aeellal/l 2500 oLisalen /h

diluar wilayah hu a pelaksanaannyva

didelesasikar kepada F.’engadilan .hggm benda _;amir;mn tesebut berada
Proses sia cksekusi dilakukan dengan pemberttahuan den didafiatkan
pada nstanst ferkat vaitu kantor Kelurahan dan kantor Pertanahan
Kemudian pemohon eksekus mengajikan permohonan penjualan lelang
eksekust benda jamnan kerdd disertar uwang panmjar lelang  Ketua
Pengadilan Negert membual penetspan dan menunjuk pejabat juru iclang

yniuk mengadakan lelang eksekust. Sebeélum lelang dilaksanakan masth



EL:

terbuka upaya perdamaian alauw melaksanakan eksekusi secaa sukarela.
Dan bila prses lelang telap dilangsungkan maka dibuat nsalah klang oleh
pejabat  lefang vanu dikinmkan pemberitabuan  tersebut ke panitera
Pengadilan Negen Tala card men jalankan eksekusi antara peranjian
krexdn yang menggunakan (rose akia dan vang tidak menggunakan (rose
akia adalah sama.

> Masalah-masalah ‘ang teegadi dalam menjaiankan ekschust benda

/\\ 1 Kendal

jarmnan kredit perbankan d

s yang  ada,
f: berdasarkan

peraluran pe g-undangal s ﬂ M l A | berdasarkan
el 2aalololimola /A

kebijaksanaan | K naannya  bkasama

memangkul lenggang  wakiy pelaksanaan perngatan, kebijaksanaan

tesebut dibatasi dengan kepentingan pemohon ekschusi Dalam  proses
cksekus1 kepentingan pemohon eksehusi ndak boleh dsrugikan, sehingga
prioritas phak yang menang dmtamakan. oleh sebab tu Pengadilan tetap
berindak unmuk menyelesakan proses eksekusi sampar  pelaksanaan

lclang, tentunva tindakan Peneadilan pertlu didukung oleh sikap aktif



pemohon eksekusi dengan menga jukan sura permohonan eksekusi disertal

hiaya schagai biaya pelak sanaan yang sanga dibutuhkan.

B, Saran-saran

Berdasarkan @pa vang penulis dapatkan dani penelitian ini, maka,

penulis ingm menvampaikan beberdpa saran-saran scbaga benkut

Berdasarkan peraturan yang a mengenal hukum acara perdata
vang menyanghkut ngadilan {eksekus) sangat
dirasakan kuran | enai dasar  hukum
eksekusi pang SIan
dalam |

Periu pe ardata varg
sesuar pAtur  tenlang
pe[aksana.an L i]abar-m jabar
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